
BAB I
PENDAHULUAN
A. STRUKTUR ORGANISASI
      Disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2022 Tanggal 22 Maret tahun 2022 bahwa “Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan urusan pemerintahan  perindustrian dan  perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (Empat) bidang”. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 4  Bidang, dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana gambar 1.1.
LAMPIRAN XIII
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B.  TUGAS DAN FUNGSI 
          Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Nganjuk Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 Tanggal 22 Maret tahun 2022 tentang  Tugas Pokok  dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :
       Tugas Pokok :
     Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

        Fungsi :
         Dinas Perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang    perindustrian dan perdagangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
di bidang perindustrian dan perdagangan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 Tanggal 22 Maret tahun 2022 adalah sebagai berikut :
I. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. pembinaan aparatur;
5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. pelaksanaan
kegiatan
administrasi
pendapatan
daerah kewenangan Perangkat Daerah;
8. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
9. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
10. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
 Subbagian Umum dan Kepegawaian
 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan ussrusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan,barang milik negara
dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan
kepegawaian,
pembinaan
aparatur
dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum bidang perindustrian.
Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten;
2. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten
Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
3. pelaksanaan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
c. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan di bidang perdagangan.
Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan
penerbitan
izin
pengelolaan
pasar
rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
2. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang;
3. pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
4. pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
5. pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
6. pelaksanaan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten;
7. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
8. pelaksanaan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;

9. pelaksanaan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
10. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten;

11. pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten;

12. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
d. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, 
evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang sarana distribusi perdagangan.
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan   fungsi:
1.  Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan saran distribusi  perdagangan;
2.  Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; dan
3.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
e. Bidang Metrologi Legal

               Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang metrologi legal.
Bidang Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
a.  pelaksanaan metrologi legal, berupa teradan tera ulang;
b. pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan penyidikan   metrologi legal; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
f. Tugas Kelompok SubSubstansi 
Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/119/k/411.013/2022 tentang tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator di 
lingkungan pemerintah kabupaten nganjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :
A.
Sekretariat mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas: 

1. Kelompok Subsubstansi Perencanaan, mempunyai tugas: 

 a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran; 

 b. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;

 c. menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja; 

 d.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan 

 e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai   dengan  tugas dan fungsinya. 

2.  Kelompok Subsubstansi Keuangan, mempunyai tugas: 

a.  melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan; 

b.
melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan; 

c.  melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;

d.  melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;

e.  menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; 

f.
melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah; 

g.
menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
h.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
B. Bidang Perindustrian mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas: 
1.
Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Pembangunan Industri,  mempunyai tugas: 
a.
melaksanakan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten; 
b.
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
c.
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; 
d.
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; 
e.
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
 f.
melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri; dan 
g. 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2. Kelompok Subsubstansi Pengendalian Izin Usaha Industri, mempunyai tugas: 
 a. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis SIINAS; 


b.
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten berbasis SIINAS; dan 
c. 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3. Kelompok Subsubstansi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, mempunyai tugas: 
a. 
melaksanakan fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten melalui SIINAS; 
b. melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi industri dan analisa industri kabupaten melalui SIINAS; 
c.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten dalam penyampaian data ke SIINAS; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 C. Bidang Perdagangan mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas: 
1. Kelompok Subsubstansi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, mempunyai tugas:
a.
melaksanakan fasilitas pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perberlanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 
b.  melaksanakan fasilitas penerbitan tanda daftar gudang; 
c. 
melaksanakan fasilitas perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dalam negeri terintergrasi secara elektronik; 
d. 
melaksanakan fasilitas pemenuhan komitmen perolehan STPW dalam negeri; 
e.  melaksanakan sistem pelayan perizinan lanjutan STPW terintegrasi secara elektronik; 
f.  
melaksanakan fasilitas pemenuhan lanjutan STPW luar negeri; 
g.
melaksanakan fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol golongan B dan C; 
h.  melaksanakan pemeriksaaan penyimpanan bahan berbahaya; 
i.  
melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen bahan berbahaya (P-B2); 
j.  
melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen bahan berbahaya (P-B2); 
k. 
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); dan
l.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2.  Kelompok Subsubstansi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas:
a.
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; 

b.
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; 
c.  melaksanakan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; 
d.  melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten; 
e.  melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; 
f. melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten; 
g. 
melaksanakan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; 
             h.  
melaksanakan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; 
             i.   
melaksanakan pengawasan penggunaan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi; dan
 j.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3.
Kelompok Subsubstansi Pengembangan dan Promosi Produk Unggulan, mempunyai tugas:
 a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten; 
 b.  melaksanakan pameran dagang nasional;
c.  melaksanakan pameran dagang lokal; 
              d.  melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor unggulan; 
 e.  melaksanakan peningkatan citra produk unggulan; 
f.  melaksanakan pembinaan pelaku usaha ekspor; 
g. melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 
h.  melaksanakan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 
i.  melaksanakan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan; dan

 j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
4.
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas:
 1.
Kelompok Subsubstansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai tugas: 
a.  melaksanakan penyediaan sarana distribusi perdagangan; 
b.
melaksanakan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan 
c.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2.  Kelompok Subsubstansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai tugas: 
a.
melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan; 
b.
melaksanakan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan; 

c. melaksanakan peningkatan pendapatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
5.
Bidang Metrologi Legal mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas: 
1. Kelompok Subsubstansi Tera/Tera Ulang, mempunyai tugas:
  a. melaksanakan kegiatan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;
  b. melaksanakan verifikasi standar internal; 
  c. 
melaksanakan pendataan/pemetaan dan pemuktahiran data potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkaannya (UTTP) dan wajib tera; 
  d.  melaksanakan operasional tera/tera ulang UTTP; 
  e.
melaksanakan pemeliharaan, renovasi dan pembangunan sarana dan prasarana tera; 
  f.   melaksanakan cekan tara; 
  g.
melaksanakan interkomparasi standar kerja antar Unit Metrologi Legal (UML); 
  h.  melaksanakan audit internal; 
  i.   melaksanakan penambahan ruang lingkup tera;
  j.
melaksanakan kajiulang permintaan dan manajemen pengawasan/ penyuluhan tera; 
  k.  melaksanakan dukungan surveillance (asessi);
  l.   melaksanakan uji kompetensi; 
  m. melaksanakan penilaian angka kredit penera; 
  n.  melaksanakan harmonisasi kegiatan metrologi legal regional;
  o.  melaksanakan pertemuan teknis kemetrologian nasional; 
  p.  melaksanakan system informasi layanan tera/tera ulang; 
  q.  melaksanakan promosi layanan tera dan tera ulang;
  r.
memelihara standar kerja dan standar laboratorium kemetrologian; dan

  s.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2.
Kelompok Subsubtansi Penyuluhan, Pengawasan dan Penyidikan Metrologi Legal, mempunyai tugas: 
                a.  melaksanakan pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
b.  melaksanakan pendataan/pemetaan data potensi dan kondisi UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); 
c.  melaksanakan operasionalisasi pengawasan UTTP; 
d.
melaksanakan penyuluhan kemetrologian melalui tatap muka, media cetak, elektronik, internet; 
e.  melaksanakan operasionalisasi pengawasan BDKT;
f.   melaksanakan pembelian sampling BDKT;
g. 
melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja pengawasan; 
h.  melaksanakan audit internal pengawasan/penyuluhan;
i.
melaksanakan kaji ulang manajemen pengawasan/ penyuluhan kemetrologian; 
j.   melaksanakan dukungan surveillance [asessi]; 
k.  melaksanakan uji kompetensi;
l.
melaksanakan penilaian angka kredit pengawas kemetrologian; 

                m. melaksanakan harmonisasi kegiatan metrologi legal regional; 
                n.  melaksanakan sistem informasi pengawasan kemetrologian; 
  o.  melaksanakan penanganan pengaduan/laporan masyarakat;
  p.
melaksanakan penyelidikan (pengumpulan bahan keterangan)/ wasmatlitrik; 
  q. melaksanakan expose hasil pengawasan kemetrologian; 
  r. melaksanakan penyidikan metrologi legal; 
  s. melaksanakan operasionalisasi penegakan hukum; 
  t. melaksanakan gelar perkara; 
  u. melaksanakan proses penyidikan; 
  v.
melaksanakan koordinasi operasional dengan Koordinasi Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menuju Penyidikan dan Pengawasan (P2); 
 w. melaksanakan pelimpahan berkas perkara dan tersangka kepada kejaksaan; 
 x.  melaksanakan dukungan persidangan di pengadilan negeri; 
 y. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penegakan hukum; 
 z. 
melaksanakan coaching clinic/pendampingan simulasi penegakan hukum/penyidikan; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
C. ISU STRATEGIS 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 Tanggal 22 Maret tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatern Nganjuk. Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:
 a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 
 b.
Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 
c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 
 Dengan demikian isu strategis seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 pada BAB III, disebutkan sebagai berikut : 
1. Rendahnya daya saing industri dikarenakan keterbatasan kemampuan   SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk

2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya sumber daya industri daerah 

3. Belum terbentuknya sentra industri 

4. Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri

5. Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri
6. Belum optimalnya Pemberdayaan eksportir, importer dan perizinan terhadap  perdagangan dan peningkatan produk

7. Belum tertibnya Penataan toko modern

8. Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)  untuk melakukan tera/tera ulang 

9. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pasar rakyat
10. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .

       Sedangkan Isu Strategis pada Renja tahun 2022 pada Bab II  sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya  daya saing Industri Kecil Menengah
Belum semua Industri Kecil dan Menengah mendaftarkan produk sesuai dengan yang seharusnya dan  belum memanfaatkan sumber daya local yang ada serta Kurangnya Pemahaman pelaku usaha terhadap kebutuhan pasar

2. Masih rendahnya volume Perdagangan produk unggulan
Kurangnya Pemahaman Pelaku usaha tentang berbagai persyaratan dan peraturan perdagangan yang berlaku dinegara tujuan 

3. Perlindungan konsumen terhadap standarisasi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang belum optimal
4. Masih kurang Optimalnya Penataan dan pengelolaan Pasar

Pasar Daerah dan Pasar Desa Dikabupaten Nganjuk yang dikelola Daerah sejumlah  33 Pasar. Keadaan Pasar  di Kabupaten Nganjuk yang terkesan Kumuh dan belum terzona membutuhkan penataan dan pengelolaan secara intensif Pasar 

        Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jawa timur dan  Isu nasional menjadi perhatian dan menjadi sangat penting agar kolaborasi pembangunan antara pusat dan daerah baik di sektor industri maupun perdagangan dapat berjalan secara berkesinambungan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jawa timur
1.  Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu-antara-hilir), optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
 2.
Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas; 
3.
Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 
4.  Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga; 
5. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu tembakau.
B. Isu Strategis Nasional 
1. Terjadi Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 telah hampir melumpuhkan seluruh kegiatan di Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Sampai dengan berjalannnya tahun 2021, upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan mulai memberikan hasil kendati masih dirasa belum optimal. Untuk itulah sektor industri dan perdagangan diharapkan bisa dijadikan tumpuan besar terhadap recovery perekonomian Indonesia. Dengan demikian optimis pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 bisa diwujudkan.  
2. Belum Optimalnya Daya Saing Infrastruktur Kondisi Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada saat ini patut diwaspadai, khususnya pada kondisi jaringan jalan yang mana jalan dengan kondisi baik ada pada 20% dari total panjang jalan yang ada, sedangkan untuk kondisi jembatan 94% sudah dalam kondisi baik, dan kondisi jaringan drainase 74% baik. Perubahan kondisi infrastruktur secara umum memberikan dampak terhadap semua penduduk Provinsi Jawa Timur, karena infrastruktur merupakan barang publik murni dengan sifat non-excludable (tanpa ada larangan) dan non-rivalry (tanpa persaingan) dimana semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Namun, secara khusus perubahan kondisi infrastruktur akan sangat berdampak kepada pihak-pihak yang bergerak pada sektor perekonomian seperti, investor penanam modal, pelaku industri (besar, menengah, dan kecil), pelaku industri pariwisata. 
3. Alih Fungsi Lahan (Hutan dan Pertanian) Semakin tingginya aktivitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kondisi ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dimana dampak positif adalah semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin tingginya resiko bencana erosi dan banjir, menurunnya ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih yang semakin sedikit. Kelompok masyarakat yang terkena dampak secara umum adalah seluruh penduduk Provinsi Jawa Timur. Secara khusus dampak dari pelaksanaan program tersebut akan berpengaruh terhadap: Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku stakeholders, pelaku industri dan pariwisata, dan petani (baik buruh tani maupun pemilik lahan).
4. Perubahan Iklim Banyak rencana program dalam RPJMD Provinsi yang berdampak negatif terhadap elemen lingkungan terutama perubahan iklim. Rencana program tersebut umumnya meningkatkan kadar emisi GRK yang dilepaskan, sehingga perlu intervensi yang berupa upaya adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya. 
5. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Alam Program pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Sebagian besar kegiatan industri misalnya, menghasilkan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air sungai dan gas buang yang mengakibatkan polusi udara. Dengan demikian, perlu perhatian sungguhsungguh untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pembangunan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam. 
6. Kesejahterahan Rakyat Kegiatan pembangunan industri dan perdagangan selama lima tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. 
7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri. 
8. Kenaikan Upah Buruh dan Harga TDL untuk Industri Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi. 
D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

          Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Visi Kabupaten nganjuk  adalah :
TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT  (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”
          Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pendukung capaian, yaitu : 
1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Rukun,Dinamis dan Harmonis,berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan,ketentraman dan ketertiban

2. Meningkatkan Kinerja birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisifatif dan transparan 

3. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan Mutu Pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna

5. Meningkatkan  kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan   dan perlindungan dari bencana  
 Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2014-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan  Perdagangan akan mendukung terlaksananya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi ke empat 

              “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam  peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna”

      Dalam rangka Mendukung Misi Keempat maka ditetapkan tujuan 
      “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal”

     Sasaran yang ingin dicapai: 
      a.
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani ; 
 b.
Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan ; 
 c.
Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ; 
 d. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif 
 e. Meningkatnya kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Sebagai penjabaran dari sasaran tersebut dapat ditentukan arah tujuan dari perangkat daerah. Tujuan ini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2018-2023 yang menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam rangka implementasi dari RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menyusun sasaran strategis melalui Rencana Strategis (Renstra). Terdapat 2 (Dua) Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk periode tahun 2018-2023 yang diturunkan dari 1 (dua) tujuan yaitu urusan bidang perindustrian dan urusan bidang perdagangan sebagai berikut :
Tabel 1.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan tahun 2018-2023

	Tujuan
	“Meningkatnya Volume Usaha sektor Industri dan Perdagangan 

	Sasaran Strategis
	1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri 
	2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan



Tabel 1.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022
	Sasaran Strategis
	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target

	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	%
	1,97

	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	%
	73,68

	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	%
	90,00

	1. 
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	%
	90,00

	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	%
	5,98

	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	%
	85,55


Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Tahun 2018-2023
E. PETA PROSES BISNIS 
Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :
Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
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Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Level 1 pada Proses Utama
          Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja Dinas yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung. Mengacu pada dokumen rencana strategis bahwa tujuan dan keluaran utama yang ingin dicapai oleh organisasi adalah “Meningkatnya Volume Usaha sektor Industri dan Perdagangan

      Sehingga proses pembinaan, fasilitasi dan stabilisasi sebagai proses utama kepada pemangku kepentingan berperan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal maupun internal instansi pemerintah. Selain itu, pada level ini mempunyai pengaruh secara langsung terhadap keberhasilan organisasi agar bisa memberikan respon secara langsung terhadap permintaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan.

        Pelaku industri dan Pelaku Usaha  mendapat pembinaan (pendampingan) secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Yang kemudian menjadi masukan pada bidang industri  dan Perdagangan terkait untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan pengembangan industri dan Perdagangan sesuai komoditi. Kemudian bidang perdagangan bisa memberikan fasilitasi even/penyelenggaraan promosi.
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           Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Level 1 pada Proses Manajerial 
        Sedang pada proses manajerial meliputi pengawasan, penyusunan regulasi dan pelayanan. Proses ini berperan dalam mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna/pemangku kepentingan internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
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Gambar 1.6 ;Peta Proses Bisnis Level 1 pada Proses Pendukung
        Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sedang pada proses pendukung, tidak memiliki kaitan secara langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal dan memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal. Fungsi ini secara umum dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai pintu utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, seperti official Sekretariat Pelaku Industri Unit Pelayanan Teknis Industri & Perdagangan website, media sosial resmi serta bentuk informasi lain yang sifatnya informatif kepada masyarakat dan menggambarkan eksistensi dinas secara umum.
F. RINGKASAN HASIL EVALUASI
        Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk  memperoleh nilai 85,50 atau predikat A (Memuaskan ). Penilaian tersebut menunjukkan memuaskan dalam memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.3 Hasil Evaluasi Tahun 2020
	NO
	KOMPONEN
	BOBOT
	NILAI HASIL EVALUASI 2020

	1
	PERENCANAAN KINEJA
	30%
	27,90%

	2
	PENGUKURAN KINERJA
	25%
	19,69%

	3
	PELAPORAN KINERJA
	15%
	11,68%

	4
	EVALUASI INTERNAL
	10%
	3,33%

	5
	CAPAIAN KINERJA
	20%
	12,15%

	JUMLAH
	100%
	74,75%

	Tingkat Akuntabilitas Kinerja 
	BB
	Sangat Baik 


Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Tahun 2021

	NO
	KOMPONEN
	BOBOT
	NILAI HASIL EVALUASI 2021

	1
	Perencanan kinerja 
	30%
	21,60%

	2
	Pengukuran kinerja
	30%
	27,60%

	3
	Pelaporan kinerja
	15%
	13,80%

	4
	Akuntabilitas kinerja internal
	25%
	22,50%

	Jumlah
	100%
	85,50%

	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
	A
	Memuaskan 


                      Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat  disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk agar dilakukan, antara lain : 
A. Perencanaan Kinerja 
1. Nilai indikator sasaran pada dokumen Renja agar diselaraskan dengan target pada Renstra. Selain itu agar disajikan pula data capaian realisasi pada Tahun{ahun sebelumnya dan proyeksi di Tahun mendatang. 
2. Kelengkapan dokumen AKIP agar segera diupload di portal PING. 
3.
Dokumen IKU agar dilakukan reviu, untuk selanjutnya dapat disajikan target capaian tahun berjalan. 
4. Agar dibuatkan SK penetapan untuk dokumen lKl untuk Tahun selanjutnya. 
5.
Pada dokumen reviu Renstra agar dilengkapi dengan nota dinas dan notulen pembahasan/pelaksanaan reviu. 
B. Pengukuran Kinerja 
1.
Untuk penyajian Dokumen Capaian Tribulan agar lebih teliti kembali dalam   penulisan tanggal pembuatan dokumen. 
2. Dalam pengukuran kinerja agar semua pegawai terlibat dalam rapat evaluasi internal OPD, serta dalam pembuatan laporan evaluasi internal agar setiap pelaksana kegiatan dilibatkan dalam penyusunannya.
C. Pelaporan Kinerja
 1.  Dalam penyajian dokumen LKjIP agar memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut

   - Terdapat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Tahun pelaporan dan di Tahun tahun sebelumnya sesuai dengan periode Renstra. 
    - Terdapat informasi data kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata  dan/atau hambatannya.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnternal 
1.
Pemanfaatan evaluasi akuntabilitas agar menyajikan juga statistik perbandingan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan oleh OPD.
 Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.
BAB II

PERENCANAAN KINERJA
2.1.RENCANA STRATEGIS


          Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan  Perdagangan akan mendukung terlaksananya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi ke empat 

         “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam  peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna”
               Pada misi keempat  mempunyai tujuan  yang terkait  secara langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah “ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal” yang ditetapkan dengan indicator Laju Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini . Kemudian Ditetapkan Sasaran RPJMD  yag menjadi dasar dari tujuan Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Kabupaten Nganjuk yaitu :
  “Meningkatnya Volume Usaha sektor Industri dan Perdagangan”
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2018-2023 dapat dijabarkan kedalam  tujuan dinas, sebagai berikut :
1. Tujuan
       Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan tehadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2018–2023 adalah :

          “Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dengan Indikator sasaran:

1. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan
     Sasaran strategis ini dicapai melalui 3 (Tiga) program yaitu : 

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 
Kegiatan Penyusunan Penerapan dan evaluasi Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana industri  
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

3. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Kegiatan Penerbitan izin usaha Industri IUI, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Sub Kegiatan 

1. Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik 
3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 
1.  Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

2.   Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :

1. Persentase izin usaha perdagangan yang diterbitkan

2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk
3. Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan

4. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku. 
Sasaran Strategis  ini dicapai melalui 4 (Empat) Program yaitu: 
1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 
Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

1. Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahayaa (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan  Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan 

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya
Sub Kegiatan 

1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3) Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota 
1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
    Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah            Kabupaten/Kota 

    Sub Kegiatan

    Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan
Sub Kegiatan 

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang 
2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 

5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan

  1.Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi Perdagangan 
2.2. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022
        Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif

sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.
   2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjamin tercapaianya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuantersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk memuat 2 (Dua) Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri 
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran  pada RPJMD dan REVIEW RENSTRA 2018-2023 URUSAN Perindustrian dan Perdagangan 
	TUJUAN RPJMD
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL

	Sasaran RPJMD
	“Meningkatnya Volume Usaha sektor Industri dan Perdagangan 

	Tujuan RENSTRA 
	

	Sasaran Strategis
	1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri 
	2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan


Tabel 2.2
Tujuan, Indikator dan target RPJMD  2018-2023

	No
	Tujuan 
	Indikator 
	Target kinerja

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri

	3,50
	4,00
	4,50
	5,00
	5,50

	
	
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
	19,45
	19,95
	20,45
	20,95
	21,45


Tabel 2.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RENSTRA 
	NO
	INDIKATOR
	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN
	TARGET  CAPAIAN 

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	0,49
	1,87
	1,97
	2.01

	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	69,70
	72,20
	73,68
	75,00

	3
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	0,00
	0,00
	90,00
	90,00

	4
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	82.01
	90,00
	90,00
	90,00

	5
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	5,69
	5,79
	5,98
	6,00

	6
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	88,30
	85,00
	85,55
	86,11


Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
	Sasaran Strategis
	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target

	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	%
	1,97

	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	%
	73,68

	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	%
	90,00

	2. 
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	%
	90,00

	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	%
	5,98

	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	%
	85,55


a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
        Arah Kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam  review renstra 2018-2023  mencakup hal-hal pokok sebagai berikut  :
          Tabel 3.1 : Program/Kegiatan Penunjang Arah Pencapaian Kinerja 

	PROGRAM ICON
	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS
	NOMENKLATUR

	
	
	PROGRAM 
	KEGIATAN 
	SUB KEGIATAN 

	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
	Pemberdayaan ekonomi Ibu Rumah tangga dan Pemuda (pelatihan IT, ekonomi kreatif)
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 


	Kegiatan Penyusunan Penerapan dan evaluasi Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana industri

	
	
	
	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

	
	
	
	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

	
	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri


	Kegiatan Penerbitan izin usaha Industri IUI, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik 

	
	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional


	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota


	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

	
	
	
	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

	
	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 


	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahayaa (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)



	Optimalisasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional
	 Membangun/mengembangkan pasar tradisional yang ada di kecamatan
Merelokasi pasar tradisional yang sudah tidak layak
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Kegiatan  Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan



	
	
	
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya


	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan



	
	
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting


	Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

	
	
	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah            Kabupaten/Kota 
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

	
	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 


	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang 



	
	
	
	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 

	Bangga, bela & beli produk lokal
	Cintai produk Lokal anjuk Ladang 
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri


	Kegiatan Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota



	
	
	
	
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi Perdagangan


Pengukuran tingkat capain kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 dengan realisasinya. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran standar pencapaian sebagai berikut :
	Nilai (%)
	Pencapaian

	lebih dari 100%
	Sangat Baik

	75% - 100%
	Baik

	55% - 75%
	Cukup

	Dibawah 55%
	Kurang


Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	1,97
	2,00
	101,52

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	73,68
	75,00
	101,79

	2
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	90,00
	91,30
	101,44

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	90,00
	98,38
	109,31

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	5,98
	6,57
	109,87

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	85,55
	53,32
	62,33


3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA 2022
               Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023,  Realisasi indikator dan target RPJMD Tahun 2018-2023  dan terdapat 2 (Dua) Sasaran Strategis, adapun analisa dari Realisasi indikator dan target RPJMD Tahun 2018-2023 dan ke-Dua sasaran strategis untuk mencapai 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) penunjang urusan pemerintahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk  dalam mendukung Misi Keempat  dari RPJMD Kabupaten Nganjuk , yaitu “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam  peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna” , akan diuraikan sebagai berikut :   

                  REALISASI INDIKATOR DAN TARGET RPJMD TAHUN 2018-2023

meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal
                                                Tabel 3.3
Realisasi Indikator dan target RPJMD  2018-2023

	No
	Tujuan 
	Indikator 
	Satuan 
	Target Kinerja        Realisasi Kinerja       % capaian

	
	
	
	
	2021
	2022
	2021
	2022
	2021
	2022

	1
	meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri

	%
	4,50
	5,00
	10,71
	16,93
	238
	159,12

	
	
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
	%
	20,45
	20,95
	8,26
	10,62
	40,39
	106,63


      SASARAN STRATEGIS  1
     Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
                 Untuk mencapai tujuan  yaitu “Meningkatnya Volume Usaha sektor Industri dan Perdagangan” sasaran strategis yang pertama, yakni Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :
     Tabel 3.4 Sasaran Strategis 1 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021-2022
	No

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target tahun 2022
	Realisasi 

Tahun 2021
	Realisasi
Tahun 2022
	% Capaian tahun 2022

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	1,97
	1,98
	2,00
	101,52

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	73,68
	  72,72
	75,00
	101,79


Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	tahun 2022
	Realisasi 

Tahun 2021
	Realisasi Tahun 2022

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	1,97
	1,98
	2,00

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	73,68
	  72,72
	75,00


Tabel 3.6 : Perbandingan Capaian  Kinerja s.d  Akhir Periode RPJMD 

	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target  Akhir Renstra 2023
	Realisasi Tahun 2022
	(%) Tingkat Kemajuan 

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	2,01
	2,00
	99,50

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	75,00
	75,00
	100


Tabel 3.7 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan capaian Jatim
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama

JATIM/NASIONAL  
	Indikator Kinerja Utama
	Realisasi 
	Ket (-/+)

	
	
	
	
	Kab 
	Jatim 
	Nasional
	

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	Pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan *) Nas.: PDB sektor industri pengolahan
	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten
/Kota

	6,03
	  3,36 
	 3,39
	PDB Nasional: (ADHB) Rp.3.266,9T (2021) Rp.3.068,0T (2020) PDRB Jatim: (ADHB) Rp.705,76T (2020) Rp.754,04T (2021)
PDB Nganjuk :

(ADHB)

Rp 4.188,85 M (2021)
Rp.3783,71M
(2020)

	
	
	Persentase kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB *) Nas.: PDB sektor industri pengolahan
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah
	14,93
	30,73 
	 19,25
	Total PDB Nasional: Rp.10.722,4T 

Total PDRB Jatim: Rp.1.610,41T
Total PDB Nganjuk

Rp 28.053,33


PDRB *( tahun 2021)
Alokasi Per Tabel 3.8 : Sasaran Pembangunan

	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Anggaran Sasaran Strategis 1 (Rp)
	Total Anggaran Belanja (Rp)
	% Anggaran 

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten /Kota
	569.554.000
	17.091.210.367
	3,33%

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	40.726.000
	17.091.210.367
	0,24%


Tabel 3.9: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target tahun 2022
	Realisasi Tahun 2022
	% Capaian tahun 2022

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	1,97
	2,00
	101,52

	
	
	
	Anggaran 

	
	
	
	Indikator Kinerja
	Alokasi
	Realisasi
	Capaian 

	
	
	
	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	569.554.000
	511.184.758
	89,75

	
	
	
	Indikator Kinerja
	Target tahun 2022
	Realisasi Tahun 2022
	% Capaian tahun 2022

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	73,68
	75,00
	101,79

	
	
	
	Anggaran 

	
	
	
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	40.726.000
	31.631.428
	77,67


Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber daya
	No

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja
	Penyerapan Anggaran 
	Tingkat efisiensi 

	1.
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	1


	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
	101,52
	89,75
	11,77

	
	
	2
	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah 
	101,79
	77,67
	24,12


SASARAN STRATEGIS  2
     Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan 
                 Untuk mencapai tujuan  yaitu “Meningkatnya Volume Usaha sektor Industri dan Perdagangan” sasaran strategis yang Kedua, yakni Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utama-nya diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.11
Perbandingan capaian Kinerja tahun 2021 dan  Tahun 2022

	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target 2022
	2021
	2022
	(%) Capaian 2022 

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	  90,00
	       0
	91,30
	101,44

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	90.00
	    95,83
	98,38
	109,31

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	5,98
	5,82
	6,57
	109,87

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	85,55
	47,39
	53,32
	62,33


Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target  Akhir Renstra2023
	Realisasi

2022
	(%) Tingkat Kemajuan 

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	      90,00
	91,30
	101,44

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	90.00
	98,38
	109,31

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	6,00
	6,57
	109,50

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	86,11
	53,32
	61,92


Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target 2022
	Realisasi 2021
	Realisasi
2022

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	   90,00
	       0
	91,30

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	90.00
	    95,83
	98,38

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	5,98
	5,82
	6,57

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	85,55
	47,39
	53,32


Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dengan  
Capaian Jatim dan Nasional
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Nganjuk jatim, dan Nasional 
	Indikator Kinerja
	           Realisasi 2021
	Ket 

(-/+) 

	
	
	
	
	nganjuk
	Jatim
	Nasional
	

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	Pertumbuhan sub sektor perdagangan 
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	5,34
	7,83 
	4,65 
	PDRB sub sektor perdagangan (ADHB): Rp.452,72T (2021) Rp.412,56T (2020)
PDRB Sub Sektor Perdagangan (ADHB)

Rp.5.636,35 M (2021)
Rp. 5.206,09 M

(2020)

 

	
	
	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk
	20,09
	 18,45 
	12,97
	PDB sub sektor perdagangan (ADHB): Rp.1.450,2T (2021) Rp.1.385,8T (2020) Total PDRB: Rp.2.480,63T 
Total PDB: Rp.11.118,9T
Total PDRB 

Rp.28.053,33 (2021)

	
	
	
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	
	
	
	

	
	
	
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	
	
	
	


PDRB *( tahun 2021)
3.15: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Anggaran Sasaran Strategis 2 (Rp)
	Total  Anggaran Belanja langsung (Rp) 
	% Anggaran 

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	  56.975.800
	17.091.210.367
	  0,33%

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	   47.684.600
	17.091.210.367    
	0,28%

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	6.295.736.900
	17.091.210.367
	36,84%

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	173.558.400
	17.091.210.367
	1,02%


3.16 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target 2022
	2022
	(%) Capaian 2022 

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	  90,00
	91,30
	101,44

	
	
	
	Anggaran 

	
	
	Indikator Kinerja
	Alokasi
	Realisasi 
	Capaian 

	
	
	
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	56.975.800
	41.172.678
	72,26

	
	
	Indikator Kinerja
	Target 2022
	2022
	(%) Capaian 2022

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	90.00
	98,38
	109,31

	
	
	
	Anggaran 

	
	
	Indikator Kinerja
	Alokasi
	Realisasi 
	Capaian 

	
	
	
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk
	47.684.600
	30.542.350
	64,05

	
	
	Indikator Kinerja
	Target 2022
	2022
	(%) Capaian 2022

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	5,98
	6,57
	109,87

	
	
	
	Anggaran

	
	
	Indikator Kinerja
	Alokasi
	Realisasi 
	Capaian 

	
	
	
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	6.295.736.900
	6.032.585.434
	95,82

	
	
	Indikator Kinerja
	Target 2022
	2022
	(%) Capaian 2022 

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	85,55
	53,32
	62,33

	
	
	
	Anggaran

	
	
	Indikator Kinerja
	Alokasi
	Realisasi 
	Capaian 

	
	
	
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku
	173.558.400
	141.540.414
	81,55


Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja
	Penyerapan Anggaran 
	Tingkat Efisiensi

	1
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	1
	Persentase fasilitasi izin Usaha Perdagangan
	101,44
	72,26
	29,18

	
	
	2
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 
	109,31
	64,05
	45,26

	
	
	3
	Persentase Peningkatan volume  usaha perdagangan
	109,87
	95,82
	14,05

	
	
	4
	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 
	62,33
	81,55
	-19,22


3.3 REALISASI ANGGARAN 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.431.880.099.- dan dapat tercapai sebesar 
Rp.  5.600.606.162.- atau terealisasi sebesar 103,11%.  Adapun sumber pendapatan dari unit penghasil, dapat dilihat pada tabel 3.18
Tabel 3.18 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2022
	No
	Uraian 
	Target 
	Realisasi
	Capaian 

	
	
	
	
	

	1
	Retribusi Pelayanan Persampahan 
	248.206.830
	271.871.857
	109,53

	2
	Retribusi Pelataran 
	511.174.546
	510.373.550
	99,84

	3
	Retribusi Los
	2.909.148.785
	3.046.176.966,73
	104,71

	4
	Retribusi Kios
	1.603.349.938
	1.589.696.788,46
	99,15

	5
	Retribusi Pelayanan Pengujian alat-alat
	160.000.000
	182.487.000
	114,05

	
	total
	5.431.880.099
	5.600.606.162
	103,11


Pengelompokan Pagu Anggaran dan Realisasi APBD selama tahun 2022 per sasaran strategis dan Per Program dapat dijabarkan sebagai Berikut 
Tabel. 3.19 Realisasi anggaran APBD per Sasaran Strategis dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022
	SAS-GIS
	ANGGARAN
	REALISASI
	SISA
	PROGRAM

	
	
	Rp.
	%
	Rp
	%
	

	P'DUKUNG
	9.906.974.667
	8.936.803.328
	90,21
	970.171.339


	4,27
	Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 

	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor industri
	418.525.000

40.726.000

151.029.000
	377.558.540

31.631.428

133.626.218
	90,21
77,67
88,48
	40.966.460

9.094.572

17.402.782
	9,79

22,33
11,52
	Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pengendalian Izin Usaha Industri
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB  sektor Perdagangan
	56.975.800
	41.172.678
	72,26
	15.803.122
	27,74
	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

	
	5.909.499.200
	5.680.308.142
	96,12
	229.191.058
	3,88
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

	
	
	
	
	
	
	Stabilisasi Harga Barang

	
	84.171.200
	61.872.206
	73,51
	22.298.994
	26,49
	Kebutuhan Pokok Dan

	
	
	
	
	
	
	Barang Penting

	
	173.558.400
	141.540.414
	81,55
	32.017.986
	18,45


	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

	
	
	
	
	
	
	Penggunaan Dan

	
	349.751.100
	320.947.436
	91,76
	28.803.664


	8,24


	Pemasaran Produk Dalam

	
	
	
	
	
	
	Negeri

	
	17.091.210.367
	15.725.460.390


	92,00
	1.365.749.977


	7,99
	TOTAL BELANJA DAERAH


3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 
Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berakhirnya tahun anggaran 2022 masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diharapkan Sistem Manajemen Kinerja dapat berjalan lebih optimal lagi. Sehingga perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut dan sistem informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus (continous improvement) dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.
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